
Menimbang

Mengingat 1.

BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 24TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PET{YELENGGARAAN ASURANSI KEMATIAN DAN PROSEDUR

PENGA.JUAN KI,AIM ASURANSI KEMATTAN BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal (6) ayat 2 dan ayat

(11) Peraturan Daerah I(abupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun

2Ol9 tentang Asuransi Kematian Bagi Masyarakat, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Asuransi Kematian dan Prosedur Pengajuan

Klaim Asuransi Kematian Bagi Masyarakat;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapr4ia di Sumatera

Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor L82Ll;

Undang-Undang Nomor 11 Tatrun 2OO9 tentang

kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor a967);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintatran Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sgfagaimana telah

beberapa kali diubah teralrtrir dengan UndangUndang

Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Pembahan Kedua atas

3.



Menetapkan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

4. Peraturan Daeratr Nomor 17 Tahun 2OL9 tentang Asuransi

Kematian (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun

2OL9 Nomor 17);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEI{YELENGGAITI{IUI

ASURANSI KEMATIAN DAN PROSEDUR PENGA-'UAN KLAIM

ASURANSI BAGI MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah I(abupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Muara Enim.

Bupati adalah Bupati Muara Enim.

Dinas adalatr Dinas Sosial I(abupaten Muara Enim.

Asuransi Kematian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu
pemsahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar

bag penerimaan premi oleh penrsahaan asuransi sebegai

imbalan untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada

meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan

pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya

telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan

dana.

Masyarakat adalah setiap orang yang berada di wilayah

Ikbupaten Muara Enim yang memiliki identitas resmi sebagai

penduduk Muara Enim.

Perusatraan Asuransi adalah perusahaan yang menjalankan

usatra yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang

memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung,

3.

4.

5.

6.

7.



atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal

dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada

pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada

wakhr tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya

telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan

dana.

8. Karhr Identitas adalatr kartu yang berisi data pribadi penerima

asuransi yang digunakan untuk pengajuan klaim Asuransi
Kematian.

9. Karhr Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTp-

el, adalah I(arttr Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang

menrpakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

10. Iturhr Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adatah karhl
identitas keluarga yang memuat data tentang narna, susun€rn

dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota

keluarga.

11. Akta Kematian adalah alfta yang dibuat dan diterbitkan oleh
dinas yang menyelenggarakan urusan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil yang membukikan secara
pasti tentang kematian seseorang.

L2. Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk
mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah
meninggal yang sudatr dibuktikan dengan surat keterangan ahli
waris yang dikeluarkan oleh instansi yang benvenang.

13. Hari adalah hari kerja.

L4. Klaim adalah tuntutan yang harus dipenuhi penanggung

kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati di dalam polis asuransi.

15. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daeratr yang ditetapkan dengan perahran

Daerah.

16. Polis asuransi adalah kontrak tertulis antara pemsahaan

asuransi (penanggung) dengan nasabah (t€rtanggung).

L7. Premi adalah sejumlah uang yang hart.s dibayarkan sebagai

kewajiban dari tertanggung (nasabah) atas keikutsertaannya di
Asuransi.



BAB II
TATA CARA PENYELENGGARAAN ASI,JRANSI KEMATIAN

Pasal 2

(l) Asuransi Kematian diselenggarakan oleh Pemerintatr Kabupaten.
(2) Penyelenggaraan Asuransi Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1)

bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi.

(3) Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (g)

ditetapkan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai

dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) setiap Masyarakat yang meninggal dunia mendapatkan Asuransi
Kematian.

(2) Asuransi Kematian sebagaimana di maksud pada ayat (l)
dikecualikan bag :

a. Aparatur sipil Negara, TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD dan
pensiunannya;

b. masyarakat yang meninggal dunia karena :

1. bunuh diri;

2. hukuman mati sebagai akibat puhrsan pengadilan;

3. melakukan tindak kejahatan atau perbuatan pidana; dan
4. menggunakan narkotika, psikotropika, minuman keras dan zat

adiktif l,ainnya.

(3) Asuransi kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
oleh ahli waris atau pihak lain berdasarkan surat kuasa bermaterai.

Pasal 4

Perusahaan Asuransi wajib dan berhak :

a. membayarkan Klaim Asuransi Kematian kepada Ahli waris yang
telah memenuhi persyaratan;

b. melaporkan pelaksanaan pembayaran Asuransi Kematian kepada
Bupati melalui Dinas Sosial per triwulan; dan

c. menerima dan menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau
keterangan yang diperoleh dari Pemerintatr l(abupaten.



BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA KI,A,IM ASURANSI KEMATIAN

Pasal 5

(1) Pengajuan Klaim Asuransi Kematian rlilakukan oleh Ahli Waris atau
pihak lain berdasarkan surat kuasa bermaterai Rp. 6OOO,- (enam

ribu rupiah).

(2) Tahapan pengajuan Klaim Asuransi Kematian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Ahli waris atau pihak lain yang diberi kuasa melaporkan

peristiwa kematian anggota kepada Kepala

Desa/Lurah setempat, untuk memperoleh surat keterangan

kematian (blanko F-2.28 dan F-2.291;

b. Ahli waris atau pihak lain yang diberi kuasa meng4iukan

persyaratan klaim Asuransi Kematian kepada Dinas Sosial

dengan membawa:

1. foto copy KTP atau KTP-el atau identitas lainnya;

2. foto copy KK;

3. akta kematian; dan

4. data kematian.

c. Dinas bersama petugas asuransi yang telah ditunjuk melakukan
verilikasi persyaratan pengajuan Klaim Asuransi Kematian;

d. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c yang telah sesuai

persyaratan, Dinas melakukan Klaim Asuransi Kematian kepada

Perusahaan Asuransi; dan

e. Perusahaan Asuransi membayar Klaim Asuransi Kematian

kepada Ahli Waris atau pihak lain yang diberi kuasa.

(3) Surat keterangan kematian (blanko F-2.28 dan F-2.29) sebagaimana

dimaksud ayat (21 huruf a tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II yang mempakan bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Batas walrhr pengqiuan Klaim Asuransi Kematian dilakukan paling
lambat 9O (sembilan puluh) hari sejak Penerima Asuransi Kematian

meninggal dunia.



BAB IV

KEf,ENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Perattrran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanglran.

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintatrkan pengundangan

Perahran Bupad ini dengan penempatannya dalqm B€rita Daeratr

I(abupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Mtrara Enim

pada tanggl 12 Jut 2Ol9

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YAI{I

Ditrndangkan di Mr:ara Enim

pada tanggat ta Jur, 2019

SEKREf,ARIS DAERAH KABUPATEN MUARA EMM,

Dto

HASAI,IUDIN

BERITA DAERAH IGBUPATEN MUARA EMM TA}IUN 2OI9 NOMOR 24.



La:mpiran I Perahrran Bupati Muara Enim
Nomor : 2* tehua 2lt 9
Tentang : TataCaraPenyelenggaraarr

Asuransi Kematian Dan
Prosedur Pengajuan Klaim
Asuransi Kematian Bagi
Masyarakat

llode . F-2.28

Pemerintatr Desa / Keluratran :

Kecqmatan i
I(abupaten / Kota :

r'OUULIR PEI"APORAT XEUATIAT

Yang bertanda tangan dibaurah ini :

Nema lengkap
MK
Umur

dengan yang mati

Melaporkan bahwa :

lengkap

kelamin
lahir/umur

Agama
Alamat

Telah merringgal dunia pada :

Hari
Kematian

Pukul
di

Penyebab kematian
kematian

BUPATI MUARA EMM,

Dto

AHMAD YANI



Pcmdintah Desa / I(clur:aban
Kccanatan
IGbupetcn / Ibta

Kodc Wihyah

Nama IGpaIa lGluarga
Nomor Kepala lGluarga

:

: Kct:
: Muara Enim

:ffi
8['AAT TTTBATOAI' f,TAflAT
trc:..............

Lampiran II Peraturan Bupati Muara Enim
Nomor : 8rl frhrn 2019
Tentang :TataCaraPenyelenggaraan

Asuransi Keaatian Dan Prosedur
Pengajuan Klaim Asuransi
Kematian Bagi Masyarakat

Eodc. F.2.29

lcmbar 1 Untuk Ynnt Berrangkutan
Irmbar 2 Untuk UPTD/lnstanci Pelakaana
t Bbar 3 UnnrkDcee/Keluahen
Lcmbar 4 Untuk Ifucaaatan

J I;AZAE
1. MK
2. Namabngkap
3. JGai. kelanin
4. Tanggallahir/ u''ur
5. Teopat lahir
6. Agaraa
7. Peke*rao
8. Alarat

9. Anakkc
10. Tangal kcmatian
rl. hkul
12. Scbab kematian

13. Tempat kematian
14. Yang mcnc,rangkan

b. Kecamatan

4. Lainnya

1. MK
2. Naoa lenglap
3. Tanggal lahir / umur
a. Fckcrlun
5. Alamat

I. MK
2. Namabngkap
3. TeDggEl tahb / "-ur
4, Fckcrjaan
5. Alamat

Kccarnatan

I. MK
2. Nama leogkap
3. Tangd tahir / umur
a. Fetcrlun
5. Alamat

I. MK
2. Nama leogkap
3. Tangal hhir / umur
4. Fekcrjaan
5. Alamat

I. MK
2, Nana leogkap
3. Tanggal lahir / umur
a. Fekerlun
5. Alamat

d. Provinsib. Kccanatan

.20...
IGpal,a Dcss/Ixrah

(.....................................)

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMADYANI


